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Abstrak 

 

Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa 

suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan 

terdokumentasi dengan baik. Validasi batas bertujuan untuk 

membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui terutama 

setelah memeriksanya. Terdapat berbagai macam metode dalam 

melakukan validasi batas. Salah satunya menggunakan metode 

kartometrik. 

Metode kartometrik merupakan metode penelusuran garis 

batas wilayah dengan menentukan posisi titik-titik koordinat dan 

mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta kerja atau pada citra 

yang telah terkoreksi. Validasi batas desa menggunakan metode 

kartometrik ini ditampilkan dengan software ArcMap sebagai alat 

bantu yang mempermudah dalam proses validasi batas. Terdapat 

2843 titik kartometrik yang tersebar di Kecamatan Lumajang. 

Dengan penomeran sesuai dengan format yang ditentukan. 

Dari kegiatan penelitian ini ditemukannya 101 panjang 

segmen batas yang berbeda pada peta digital yang diambil dari 

peta RBI dengan segmen batas yang didapat dari hasil validasi 

sepanjang batas. Terdapat dua jenis unsur segmen batas, yaitu 

segmen batas alam berupa sungai, danau, dan pohon sepanjang 
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50.060,831 meter dan segmen batas buatan berupa jalan, irigasi, 

sawah, rumah, dan khayal sepanjang 35.765,774 meter. Status 

batas desa di Kecamatan Lumajang setelah dilakukan validasi 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu batas valid sepanjang 

87.977,259meter, batas sengketa sepanjang 66,418 meter, dan 

batas belum diketahui sepanjang 3.405,066 meter. Titik 

kartometrik merupakan cara yang efektif untuk mewakili garis 

batas administrasi desa. Hasil dari validasi batas desa ini 

disajikan dalam peta batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang. 

 

Kata Kunci---Batas, Desa, Kartometrik, Peta, Validasi 
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Abstract 

 

Validation is an action which proves that a 

process/method can give some consistent results according to the 

spesifications who have been set and well-documented. Boundary 

Validation aims to create something officially accepted or 

approved especially after checked. There are various kinds of 

method in validating boundaries. One of them is using 

Cartometry method.  

Cartometry method is about to delineation the boundaries 

area with positioning coordinate point and identification scope 

on map or corrected image. Village’s Boundary Validation using 

Cartometry Method was displayed with ArcMap as the tools to 

process Validation. There are 2.843 cartometry point spread in 

Lumajang Sub-district. The identity of cartometry point according 

to the specified format. 

From the research activities found 101 different segments 

in digital map taken from RBI map with the segments obtained 

from validation along the border. There are two types of the 

segment elements, the nature segment of the river, the lake, and 

the trees along 50.060,831 meters and the artificial segments of 

the road, the the irrigation, the rice fields, the houses, and the 

imaginary border along 35.765,774 meters. The status of the 

village in Lumajang Sub-district after performed the validation  
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divided into three types, namely the valid border along 

87.977,259 meters, the dispute border along 66,418 meters, and 

the unknown border along 3.405,066 meters. Cartometry point 

was an effective way to represent the village’s administrative 

borders. Validation results are presented in administrative 

village’s boundary maps in Lumajang Sub-district. 

 

Keywords---Boundary, Village, Cartometry, Map, Validation  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat diperlukan cakupan wilayah yang pasti agar 

tidak terjadi kesalahan dalam wewenangnya. Batas desa 

merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan 

baik berupa batas alam maupun batas buatan dimana 

berfungsi sebagai pembagi wilayah wewenang tiap desa. 

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa 

secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 

Di dalam proses penetapan batas desa dilakukan kegiatan 

validasi yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi 

diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya 

(Cambridge Dictionaries Online, 2011). 

Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas administrasi 

desa harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri 

(Permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa, dimana pada peraturan tersebut, 

penetapan batas desa dapat dilakukan dengan metode 

kartometrik sehingga untuk wilayah-wilayah yang sulit 

dijangkau tidak diharuskan memasang pilar batas. 

Kecamatan Lumajang adalah salah satu kecamatan yang 

ada di Kabupaten Lumajang dan berfungsi sebagai pusat 

kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Luas Kecamatan 

Lumajang adalah 30,26 km2 yang terdiri dari 5 desa dan 7 

kelurahan dan terletak pada 37,25 LU; 8,07 LS; 122,05 LB 

dan 113,13 LT (Sumber: lumajangkab.go.id). Kecamatan 

Lumajang merupakan lokasi yang dilakukan validasi batas 
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administrasi desanya. Perbedaan pendapat terhadap wilayah 

wewenang antar desa di kecamatan Lumajang disebabkan 

oleh adanya batas administrasi desa yang belum divalidasi 

sehingga perlu dilakukan penetapan terhadap batas 

administrasi desa di kecamatan Lumajang. 

Terdapat dua metode dalam penetapan batas daerah yaitu 

secara kartometrik dan survei lapangan. Pada penelitian ini 

akan menggunakan metode kartometrik dalam penetapan 

batas administrasinya dengan acuan Peraturan Menteri 

dalam Negeri (Permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang dengan metode kartometrik 

menggunakan data citra resolusi tinggi kecamatan Lumajang 

tahun 2014 yang di-overlay dengan hasil digitasi RBI dan 

peta kretek desa atau dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan batas administrasi desa di Kecamatan Lumajang 

sehingga diperoleh peta batas administrasi desa dengan 

pembuatan peta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 

Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian 

Peta Rencana Tata Ruang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang menggunakan metode 

kartometrik sesuai dengan Permendagri nomor 45 

tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas 

Desa. 

2. Bagaimana penyajian peta administrasi batas desa yang 

sudah divalidasi sesuai Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi kasus yang akan ditetapkan batas administrasi 

desanya terletak di Kecamatan Lumajang, Kabupaten 

Lumajang. 

2. Pada penelitian ini menggunakan metode kartometrik 

dalam penetapan batas administrasi desa. 

3. Data spasial yang digunakan adalah citra tegak resolusi 

tinggi Kecamatan Lumajang tahun 2014, hasil digitasi 

peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 dan 

peta kretek desa di Kecamatan Lumajang. 

4. Validasi batas administrasi desa dilakukan berdasarkan 

Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan 

dan Penegasan Batas Desa dan lampirannya sebagai 

acuan teknis validasi batas administrasi desa. 

5. Aspek teknis dalam pembuatan peta berdasarkan PP 

Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan kegiatan validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang menggunakan metode 

kartometrik yang sesuai dengan Permendagri No. 45 

tahun 2016. 

2. Membandingkan panjang segmen batas dan luas 

wilayah sebelum dan sesudah validasi batas 

administrasi desa di Kecamatan Lumajang. 

3. Menggunakan titik kartometrik dari hasil validasi batas 

untuk mewakili segmen batas desa di Kecamatan 

Lumajang sesuai permendagri No.45 tahun 2016 

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 
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4. Membuat peta batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang 

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 

 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta-

peta yang lainnya dalam rangka pengembangan data 

spasial Kecamatan Lumajang yang lebih baik dan 

akurat. 

2. Sarana memperkenalkan metode kartometrik dalam 

penetapan batas administrasi desa secara partisipatif 

kepada pemerintahan desa agar mampu menerima hasil 

penetapan batas yang diperoleh dengan bijak. 

3. Digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan 

administrasi desa yang lebih teratur. 

4. Dalam upaya pengambilan keputusan/kebijakan yang 

berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang 

efektif dan efisien.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Batas Desa 

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi 

pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-

titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat 

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung 

gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau 

unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk 

peta (Kementrian Dalam Negeri, 2016). Terdapat dua jenis 

tanda-tanda batas, batas alam dan batas buatan. Batas alam 

adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, danau, 

dan Batas desa yang tidak jelas dapat menimbulkan 

permasalahan pengelolaan di wilayah perbatasan dan 

menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Batas 

daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik 

koordinat geografis yang merujuk kepada sistem 

georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah 

administrasi pemerintahan antar daerah. Tujuan 

dilakukannya penetapan dan penegasan batas daerah di 

darat adalah agar terciptanya tertib administrasi 

pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek 

teknis dan yuridis (Kementrian Dalam Negeri, 2016). 

 

2.2. Penetapan Batas Desa 

2.2.1. Berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 

Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas 

desa secara kartometrik di suatu peta dasar yang 

disepakati. Pada proses penetapan desa dilakukan 

validasi yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang 

resmi diterima atau disetujui, terutama setelah 

memeriksanya (Cambridge Dictionaries Online, 2011). 

Metode kartometrik merupakan penelusuran/penarikan 
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garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan 

posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah 

dengan menggunakan peta dasar dan informasi 

geospasial lainnya sebagai pendukung (Kementrian 

Dalam Negeri, 2016). Pelaksanaan penetapan batas desa 

harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri 

nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa. Peralihan perubahan Permendagri nomor 27 

tahun 2006 menjadi Permendagri nomor 45 tahun 2016 

mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana 

pada peraturan baru, penetapan batas desa dapat 

dilakukan dengan  metode kartometrik sehingga untuk 

wilayah-wilayah perbatasan yang sulit dijangkau tidak 

diharuskan untuk survey ke lapangan.  Permasalahan 

batas daerah muncul antara lain disebabkan oleh 

pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), perebutan 

Sumber Daya Alam (SDA) terkait dengan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan kurangnya pemahaman terhadap 

garis batas pada peta dasar. Penetapan batas desa di 

darat berpedoman pada dokumen batas desa Proses 

penetapan ini terdiri atas 3 tahapan kegiatan, yakni 

penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar dan 

pembuatan peta desa secara kartometrik. Dokumen-

dokumen batas tersebut antara lain: 

a. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan 

lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 

tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan. 

b. Peta administrasi desa yang bersangkutan. 

c. Peta desa yang sudah ada. 

d. Peta lainnya, seperti: peta rupabumi, peta topografi, 

peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran 

tanah, peta laut dan citra satelit. 

e. Data lainnya dan dokumen sejarah. 
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Penjelasan tahapan dalam penetapan batas desa 

sebagai berikut: 

a. Tahap Kesatu: Pengumpulan dan Penelitian 

dokumen 

i. Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut: 

- Dokumen yuridis pembentukan desa, 

meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-

lain; 

- Dokumen historis batas desa; dan  

- Dokumen terkait lainya 

ii. Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan 

untuk mendapatkan indikasi awal garis 

batas/identifikasi garis batas desa. 
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Gambar 2.1. Contoh isi dokumen Pemerintah 

Daerah Kecamatan Lumajang 

  

iii. Pembuatan berita acara pengumpulan dan 

penelitian dokumen pada Lampiran Permendagri 

No.45  tahun 2016 (form.1) yang ditandatangani 

oleh masing-masing Kepala Desa yang 

berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan 

dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/ Kota. 

b. Tahap Kedua: Pemilihan Peta Dasar  

i. Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi 

Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000. 
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Gambar 2.2. Contoh Peta Rupa Bumi Indonesia 

 

ii. Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum 

tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi 

tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 

meter.  

iii. Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi diatur lebih 

lanjut dalam kententuan yang dibuat oleh Tim 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat. 
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Gambar 2.3. Contoh Citra Tegak Resolusi 

Tinggi 

 

iv. Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak 

resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya 

v. Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat 

ditambahkan data pendukung berupa peta dan 

data lain seperti: data Digital Elevation Model 

(DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR), Peta dasar 

pertanahan dan peta peta lainya. 

 
Gambar 2.4. Contoh data RDTR 
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Gambar 2.5. Contoh Data DEM 

 

vi. Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar 

(form. 2) yang ditandatangani oleh masing-

masing Kepala Desa yang berbatasan dan 

disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa Kabupaten/ Kota. 

 

c. Tahap Ketiga: Pembuatan Garis Batas di atas Peta 

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah dilakukan dengan delineasi garis batas 

secara kartometrik meliputi: 

i. Pembuatan peta kerja. 

Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan. 

ii. Penarikan garis batas desa di atas peta. 
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- Penarikan batas desa dilakukan di atas peta 

kerja berdasarkan dokumen hasil penelitian 

dan hasil klarifikasi tim penegasan batas 

desa kabupaten/kota. 

- Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi 

atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja 

maka digambarkan perkiraan garis batas 

sementara dan diberikan catatan dalam 

berita acara.  

iii. Penentuan titik kartometrik. 

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan 

proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan 

garis batas desa hasil delineasi. Penentuan titik 

kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang telah ditentukan. 

iv. Pembuatan Berita Acara  

Validasi batas desa pada peta kerja disertai 

dengan pembuatan berita acara pelacakan batas 

secara kartometrik yang ditandatangani oleh 

masing-masing perangkat desa yang berbatasan. 
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Gambar 2.6. Contoh Berita Acara Validasi Batas 

 

v. Penyajian peta penetapan batas desa 

Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai 

dengan spesifikasi. 

 

2.2.2. Satelit Pleiades 

Satelit optis Pleiades dikembangkan dan 

diluncurkan oleh AIRBUS Defense and Space, Perancis. 

Diluncurkan melalui roket Russia Soyuz STA di Pusat 

Peluncuran Guiana, Kourou. Satelit ini dibedakan 
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berdasarkan 2 tipe sensor yaitu Pleiades-1A dan 

Pleiades 1B. 

 

 
Gambar 2.7. Satelit Pleiades-1A 

(Sumber: AIRBUS Defence & Space, tanpa 

tahun) 
 

Dalam penelitian ini, digunakan citra satelit Pleiades-1A 

yang diluncurkan pada 16 Desember 2011. Satelit 

Pleiades-1A mampu memberikan data terortorektifikasi 

pada resolusi 0,5 meter (kira-kira sebanding dengan 

GeoEye-1) dan meninjau kembali setiap titik di bumi 

(revisit time) pada cakupan 1 juta kilometer persegi 

(sekitar 386,102 mil persegi) setiap hari. Pleiades-1A 

mampu memperoleh citra stereo resolusi tinggi hanya 

dalam satu siklus, dan dapat mengakomodasi daerah yang 

luas (hingga 1.000 km x 1.000 km). Satelit Pleiades-1A 

memiliki empat band spektral (biru, hijau, merah, dan 

IR), serta akurasi 3 meter (CE90) tanpa titik kontrol 

tanah. Akurasi lokasi dapat ditingkatkan sampai dengan 1 

meter dengan menggunakan GCP. 
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Tabel 2.1. Spesifikasi Pleiades-1A 

(Sumber: Lapan, 2015) 
 Mode Pencitraan  Pankromatik  Multispektral  

Resolusi Spasial 

Pada Nadir  

0,5 meter GSD pada 

nadir  

2 meter GSD pada 

nadir  

Jangkauan Spektral  480 – 830 nm  Biru (430 – 550nm)  

Hijau (490 – 610nm)  

Merah (600 – 

720nm)  

IR dekat (750 – 

950nm)  

Lebar Sapuan  20 km pada nadir  

Pencitraan Off-Nadir  Hingga 47 derajat  

Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian  

Jangkauan Dinamik  12 bit per piksel  

Masa Aktif Satelit  Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun  

Waktu Pengulangan  Setiap 1 hari  

Ketinggian Orbit  694 km  

Waktu Lintasan 

Equatorial  

10:15 A.M  

Orbit  sinkron matahari  

Harga  €. 10 per km2 untuk data arsip  

€. 17 per km2 untuk perekaman baru  

Luas Pemesanan  Minimum 25 km2 untuk data arsip (jarak 

lebar min. 500m)  

Minimum 100 km2 untuk perekaman baru 

(jarak lebar min. 5km)  

Level Proses  Primer dan Ortho  

Tingkat Akurasi  3 meter tanpa GCP (CE90)  

Hingga kurang dari 1 meter dengan GCP  

 

2.2.3. Prinsip Penarikan Batas 

Berdasarkan Permendagri No.45 Tahun 2016, kaidah 

penarikan garis batas secara kartometrik dapat 

menerapkan penggunaan bentuk-bentuk batas alam dan 

penggunaan batas buatan. 
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a. Penggunaan Bentuk-Bentuk Batas Alam 

Detil-detil pada peta yang merupakan batas alam 

dapat dinyatakan sebagai batas daerah. Penggunaan 

detil batas alam pada peta akan memudahkan 

penegasan batas daerah. Detil-detil peta yang 

digunakan: 

i. Sungai 

Garis batas di sungai merupakan garis khayal 

yang melewati tengah-tengah atau as (median) 

sungai yang ditandai dengan titik-titik koordinat. 

Jika garis batas memotong tepi sungai maka 

dilakukan pengukuran titik koordinat pada tepi 

sungai (T.1 dan T.3). Jika sungai sebagai batas 

dua daerah atau lebih maka dilakukan 

pengukuran titik koordinat batas pada tengah 

sungai (titik simpul) secara kartometrik (T.2). 

 

 
Gambar 2.8. Penggambaran sungai sebagai 

batas daerah 

(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016) 

 

ii. Garis Pemisah Air atau Watershed 

Garis batas pada watershed merupakan garis 

khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung 

pegunungan atau perbukitan yang mengarah 

kepada puncak gunung berikutnya. Ketentuan 

yang menetapkan garis pada watershed, lihat 

gambar 2.1 dilakukan dengan prinsip berikut ini: 
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- Garis batas merupakan garis pemisah air 

yang terpendek, karena kemungkinan 

terdapat lebih dari satu garis pemisah air. 

- Garis batas tersebut tidak boleh memotong 

sungai. 

- Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari 

dua batas daerah maka dilakukan 

pengukuran titik koordinat batas pada 

watershed (garis pemisah air) yang 

merupakan simpul kartometrik. 

 

 
Gambar 2.9. Penggambaran garis pemisah air 

sebagai batas daerah. 

(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016) 

 

iii. Danau/Kawah 

Jika seluruh danau/kawah masuk ke salah satu 

daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas 

antara dua daerah. Jika garis batas memotong 

danau/ kawah, maka garis batas pada danau 

adalah garis khayal yang menghubungkan antara 

dua titik kartometrik yang merupakan 

perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah 

(Gambar 2.3). 
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Gambar 2.10. Penggambaran batas daerah 

melalui danau/kawah 

(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016) 

 

Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua 

batas daerah maka dilakukan pengukuran titik 

koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) 

secara kartometrik (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

P2 

P1 

Daerah A 

Daerah B 
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Gambar 2.11. Penggambaran batas daerah 

melalui danau/kawah dengan cara pertemuan 

lebih dari dua titik. 

(Sumber: Kementrian Dalam Negeri, 2016) 

 

b. Penggunaan Bentuk-Bentuk Batas Buatan 

i. Menggunakan Penanda Batas Buatan 

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai 

penanda batas desa antara lain: jalan, jalan kereta 

api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, 

jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat 

digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda 

batas wilayah antara dua desa yang berbatasan 

sesuai kesepakatan  dua desa yang berbatasan. 

1) Jalan 

a) As Jalan 

Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan 

sebagai tanda batas sesuai kesepakatan 

antara dua desa yang berbatasan. Titik awal 

dan akhir batas yang berpotongan dengan 

jalan serta titik perpotongan batas yang 

berada pada pertigaan jalan dilakukan 

Daerah C Daerah B 

Daerah A 

Keterangan: 

Batas 

Titik Simpul 



20 

 

pengukuran titik-titik koordinat batas 

secara kartometrik atau jika disepakati 

dapat dipasang pilar acuan batas utama 

(PABU).  

 
(a.) 

 

 
(b.) 

Gambar 2.12. Pemberian Titik 

Kartometrik dan PBU 1 

 

 (a.) Titik perpotongan batas yang berada 

pada pertigaan jalan dilakukan pemberian 

titik kartometrik atau, (b.) Jika disepakati 

dapat dipasang PABU 

 

b) Tepi Jalan atau bahu jalan 

Untuk batas jalan dapat digunakan tepi 

jalan sebagai tanda batas sesuai 
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kesepakatan antara dua desa yang 

berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang 

berpotongan dengan jalan serta titik 

perpotongan batas yang berada pada 

pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-

titik koordinat batas secara kartometrik 

atau jika disepakati dapat dipasang Pilar 

Batas Utama (PBU).  

 
(a.) 

 

 
(b.) 

 

Gambar 2.13. Pemberian Titik 

Kartometrik dan PBU 2 

 

(a.) Titik perpotongan batas yang berada 

pada pertigaan jalan dilakukan pemberian 

titik kartometrik atau, (b.) Jika disepakati 

dapat dipasang PBU 
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2) Jalan Kereta Api 

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang 

sama dengan penetapan/pemasangan tanda 

batas pada jalan (lihat  Gambar 2.5). 

 
Gambar 2.14. Jalan kereta api sebagai batas 

desa 

 

3) Saluran Irigasi 

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas 

sama dengan prinsip penegasan batas pada 

sungai. 

 

2.3. Penetapan dan Penegasan Batas Desa 

Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah 

wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. 

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa 

secara kartometrik di alas suatu peta dasar yang disepakati. 

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan 

penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, 

dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta 

dasar (Kementrian Dalam Negeri, 2016). 
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Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri (Peraturan Menteri Agraria) No. 27 Tahun 

2006, membedakan penetapan dan penegasan dalam proses 

penataan batas wilayah administrasi. Penetapan berarti 

menentukan batas di atas sebuah peta, yang disebut sebagai 

penentuan batas secara kartometris. Sementara, penegasan 

adalah meletakkan tanda batas di lapangan. Di bawah ini 

adalah definisi dari kedua istilah dalam Permendagri 

tersebut:  

- Penetapan adalah “Proses penetapan batas desa secara 

kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati” 

- Penegasan batas desa adalah “Proses pelaksanaan di 

lapangan dengan memberikan tanda batas desa 

berdasarkan hasil penetapan” 

 

Dengan pengertian tersebut, penetapan merupakan suatu 

proses legal (konsensus) untuk membangun kesepakatan 

antar pihak yang berbatasan, sedangkan penegasan 

merupakan suatu proses teknis yang menerjemahkan 

kesepakatan menjadi patok-patok batas dan titik koordinat 

secara geodetik. Dalam peraturan tersebut, penetapan batas 

desa terdiri dari penelitian dokumen batas, penentuan peta 

dasar yang dipakai, dan pembuatan garis batas secara 

kartometrik di atas peta dasar (Pasal 3). Sementara 

penegasan batas mencakup tahapan penentuan dokumen 

penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di 

sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi 

pilar batas, serta pembuatan peta garis batas (Pasal 4 ayat 

1). Komponen-komponen kegiatan tersebut terlalu banyak 

nuansa pekerjaan teknis pemetaan, sedangkan proses 

membangun kesepakatan kurang memadai.    

Dengan demikian, penataan batas sangat berpotensi 

konflik karena sangat terkait dengan klaim-klaim atas 

wilayah baik oleh pemerintah, perusahaan (terutama 

pemegang konsesi) dan masyarakat; sejarah komunitas dan 
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sistem pemerintahan mereka; dan identitas masyarakat. 

Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh untuk 

mengelola konflik agar semua kepentingan bisa 

mendapatkan tempat secara adil. Dengan demikian, perlu 

ada upaya khusus untuk memperkuat tahapan penetapan 

batas. Untuk itulah metodologi pemetaan partisipatif 

diperlukan supaya proses sosial bisa berlangsung dengan 

baik dan inklusif. 

 

2.4. Pemetaan Partisipatif 

Pemetaan partisipatif adalah sebuah metode yang 

memungkinkan masyarakat lokal untuk menggunakan 

kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta yang 

menunjukkan keberadaan mereka di suatu tempat dan 

perspektif mereka tentang ruang yang mereka pakai. Salah 

satu alasan utama metode ini adalah bahwa masyarakat 

setempat paling tahu tentang daerahnya sendiri dan 

mempunyai kepentingan untuk mengetahui dan menjaga 

daerahnya sendiri. Metode ini berintikan pada proses 

pembuatan peta modern melalui proses dialog di antara 

masyarakat lokal dan pendamping yang membantu mereka. 

Melalui proses ini masyarakat diharapkan menjadi pembuat 

peta dan sekaligus pengguna peta karena pemetaan 

partisipatif adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat. 

Secara khusus para pendamping ini menerjemahkan peta 

mental (pengetahuan tentang suatu wilayah yang ada dalam 

ingatan) suatu masyarakat ke atas peta dengan standar 

kartografis. Dengan adanya teknologi pemetaan yang 

makin mudah digunakan – yaitu global positioning systems 

(GPS), sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh – 

kemungkinan pembuatan peta oleh orang awam makin 

tinggi, yang sebelumnya praktis hanya bisa dilakukan oleh 

tenaga ahli. 
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Berdasarkan pembelajaran selama ini pemetaan 

partisipatif bisa berguna untuk mencapai berbagai tujuan 

berikut: 

- Mengorganisasi masyarakat 

- Melestarikan dan memperkuat pengetahun 

lokal/tradisional; 

- Mendapatkan pengakuan atas hak-hak sumber daya; 

- Menentukan batas wilayah adat; 

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola 

dan melindungi ruang mereka; 

- Membantu proses penyelesaian konflik dalam 

sengketa atas ruang; 

- Meningkatkan dan memobilisasi kesadaran lokal akan 

masalah-masalah lingkungan; 

- Meningkatkan kapasitas lokal dalam berhubungan 

dengan lembaga-lembaga eksternal; dan, 

- Memungkinkan kelompok-kelompok lokal dan global 

untuk bekerjasama dan saling mengisi dalam program-

program konservasi keanekaragaman hayati. 

 

Dengan demikian, pemetaan partisipatif tidak hanya 

dipakai dalam penentuan batas wilayah, tetapi juga 

membantu suatu masyarakat untuk memahami dan 

merencanakan wilayahnya, suatu bagian yang penting 

dalam perencanaan tata ruang partisipatif yang dilakukan 

Program Kemakmuran Hijau. 

 

2.5. Prinsip Penetapan Batas Desa 

Dalam melakukan penataan batas desa ada sejumlah 

prinsip sosial dan teknis yang perlu diperhatikan, terutama 

yang menyangkut etika dalam kegiatan pemetaan dan 

persyaratan teknis pembuatan peta. Prinsip-prinsip sosial 

terutama diambil dari pembelajaran pemetaan partisipatif, 

sementara prinsip teknis diintisarikan dari peraturan 

penataan batas daerah dan wilayah. 
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2.5.1. Prinsip Sosial 

Sebelum melakukan kegiatan penataan batas desa 

partisipatif perlu diperhatikan berbagai pihak yang 

menjadi pemangku kepentingan, terutama para 

pelaksana kegiatan. Prinsip ini perlu dipahami dan 

disepakati bersama semua pihak agar dapat (a) 

Meminimalisasi perselisihan batas; (b) Mengakomodasi 

hak-hak asal-usul; serta (c) Menghargai dan melindungi 

hak-hak masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan 

dan perempuan. Prinsip-prinsip yang perlu dipegang 

dalam proses penataan batas desa, antara lain: 

- Masyarakat yang berada di desa yang akan ditata 

batas mendapatkan informasi yang cukup 

mengenai rencana, proses dan tahapan yang akan 

dilakukan termasuk upaya penyelesaian, siapa saja 

yang mesti terlibat dan bagaimana caranya mereka 

bisa terlibat. 

- Semua komponen dalam masyarakat, termasuk 

kaum perempuan dan kelompok-kelompok rentan, 

berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan 

keputusan dalam proses penataan batas desa. 

- Masyarakat harus dipastikan untuk mendapatkan 

akses dan kontrol terhadap proses dan hasil 

penataan batas partisipatif. 

- Masyarakat harus dipastikan untuk memutuskan 

apakah kegiatan penataan batas partisipatif dapat 

dilakukan atau tidak. 

- Mengutamakan sumber daya manusia lokal, 

khususnya masyarakat desa yang dipetakan, 

sebagai pelaksana kegiatan penataan batas 

partisipatif. 

- Mengutamakan pengetahuan lokal tentang batas 

dan pemanfaaan ruang dan mekanisme resolusi 

konflik secara adat yang berlaku. 
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- Ada mekanisme kendali mutu untuk menjaga mutu 

proses penataan batas dan produkproduknya 

(termasuk dokumen dan peta-peta). 

- Ada pengakuan dan perlindungan atas hak 

kepemilikan intelektual masyarakat atas peta-peta 

yang dihasilkan. 

- Ada perhatian khusus atas asal usul masyarakat dan 

kewilayahan pada daerah yang ditata batas, baik 

yang tertuang dalam sejarah lisan maupun 

dokumen-dokumen tertulis. 

- Penghormatan terhadap aturan adat atau aturan 

sosial yang masih berlaku di wilayah tersebut. 

- Batas administrasi desa tidak menghilangkan 

kewenangan/aturan  adat yang berlaku. 

- Ada kejelasan pembagian kewenangan pemerintah 

desa dan lembaga adat dalam administrasi wilayah. 

- Batas wilayah desa merupakan batas layanan 

administrasi kepemerintahan, bukan batas 

kepemilikan hak. Dengan demikian batas wilayah 

desa tidak menghilangkan hak kepemilikan dan 

pengaturan, baik yang bersifat pribadi maupun 

kelompok. 

 

2.8.1. Prinsip Teknis 

Peta yang dibuat harus mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2. Spesifikasi Pembuatan Peta Batas Desa 

No. Jenis Persyaratan 

1 
Datum 

Horisontal 
DGN95 

2 
Elipsoid 

Referensi 
WGS 1984 

3 Skala Peta 1:1000 – 1:10000 

4 Sistem Transverse Mercator 
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Proyeksi Peta (TM) 

5 Sistem Grid 

Universal Transverse 

Mercator (UTM) dengan 

grid geografis dan metrik 

6 
Ketelitian 

Planimetris 
0,5 mm diukur di atas peta 

 

 Format peta untuk skala 1:10000 yang dihasilkan 

perlu memenuhi SNI 19-6502.1-2000 tentang 

Spesifikasi teknis peta rupabumi skala 1:10000. 

 Sebisa mungkin dicari peta dasar dengan skala 

1:10000, bila tidak tersedia maka harus dibuat peta 

kerja dengan skala tersebut. 

 Survei batas dilakukan secara geodetik dengan 

tingkat akurasi kurang atau sama dengan 5 cm. 

 

2.6. Metode Kartometrik 

Mengacu kepada Permendagri nomor 45 tahun 2016, 

metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis 

batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi 

titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan 

menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai 

pelengkap. Dari pengertian ini, untuk penelusuran dan 

penarikan garis batas serta pengukuran dan perhitungan 

posisi (koordinat), jarak serta luas cakupan wilayah, 

terlebih dahulu harus disiapkan peta kerja. Peta kerja ini 

dibuat menggunakan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

sebagai acuan dan peta-peta atau  informasi geospasial lain 

seperti citra satelit sebagai pendukung. 

Penyiapan dokumen terdiri atas dokumen yang bersifat 

yuridis  dan dokumen teknis. Dokumen 

yuridis  meliputi  peraturan perundang-undangan tentang 

pembentukan daerah yang bersangkutan dan dokumen lain 

yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang 

disepakati para pihak. Dokumen teknis  meliputi peta dasar 
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(peta RBI)  dan informasi geospasial lainnya (citra satelit, 

peta tematik) yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

peta kerja yang akan digunakan untuk pelacakan batas. 

Pekerjaan awal yang sangat penting dalam penegasan 

batas daerah secara kartometrik adalah menyiapkan dan 

membuat peta kerja  yang akan digunakan dalam 

pelacakan  untuk mencapai kesepakatan batas antara daerah 

yang berbatasan dan digunakan untuk menentukan 

koordinat titik-titik batas. Dalam hal peta dasar maka perlu 

tersedia peta dasar yang memadai baik dari aspek skala 

maupun ketelitian dan kebenaran informasi yang 

terkandung di dalam peta dasar tersebut. 

Pekerjaan pelacakan meliputi memilih letak  dan 

mendefinisikan titil-titik dan garis batas. Memilih letak titik 

dan garis batas biasanya merupakan kompromi antara 

pertimbangan geografis dengan kepentingan politik. Tahap 

memilih letak ini biasanya merupakan fase yang sangat 

kritis untuk mencapai kesepakatan letak titik dan garis 

batas. Sedangkan mendefinisikan garis batas merupakan 

suatu proses yang sebagian besar bersifat  teknis 

(kartometris). Proses ini terdiri atas penentuan posisi 

(koordinat) titik-titik batas secara teliti dan kemudian 

mendefinisikannya yaitu menarik garis yang 

menghubungkan titik-titik batas tersebut di atas peta serta 

menguraikannya dalam bentuk narasi di dalam perjanjian 

(Jones, 1945). 

Karena kegiatan boundary making pada dasarnya 

kegiatan yang memiliki 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek 

hukum dan aspek teknis survei pemetaan, maka pada setiap 

tahapan diperlukan adanya suatu berita acara yang 

mencatat semua hasil kesepakatan yang dilakukan pada 

setiap tahapan. 

a. Pelacakan Garis Batas Secara Kartomertrik 

1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung 

di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa 
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yang berbatasan dengan mempertimbangkan 

informasi dari tokoh adat dan masyarakat desa. 

2) Jika garis batas tidak dapat diintepretasi di atas 

peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta 

kerja digital yang ditayangkan pada layar 

monitor/proyektor. 

3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil 

format digital yang ter-georefrensi untuk 

dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas. 

4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah 

digambarkan pada peta kerja. 

5) Melaksanakan pengisian data attribute garis batas 

desa sesuai dengan format feature Katalog Unsur 

Geografi Indonesia. 

b. Penentuan Titik Kartometrik 

1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di 

atas peta kerja.  

2) Apabila garis batas tidak dapat diintepretasi di 

atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan 

peta kerja digital yang ditayangkan pada layar 

monitor/proyektor. 

3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang 

mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau 

jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung 

segmen (persimpangan atau belokan jalan atau 

sungai). 

4) Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang 

saling berbatasan diberikan tanda masing-masing 

satu titik kartometrik. 

5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke 

batas buatan atau  sebaliknya di berikan titik 

kartometrik. 

6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil 

format digital yang ter-georefrensi untuk 

dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik 
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7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data 

menggabungkan antara singkatan titik 

kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah 

dan nomor urut titik kartometrik. 

 

 

Contoh : 

1) Desa dalam satu kecamatan :  

TK11.01.01.2001-01.2002-001 

  

 

2) Desa/kelurahan berbeda kecamatan:  

TK11.01.01.2001-02.1005-001 

 

 

Keterangan:  

 

Catatan:  Kode wilayah berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan 

berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah 

kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan 

urutan angka kode wilayah. 
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2.7. Penggambaran Peta Batas 

Peta Penetapan batas desa dibuat dengan ketentuan dan 

spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas desa juga 

memuat informasi daftar titik kartometrik hasil delineasi 

batasnya. 

Berikut template layout Peta Penetapan Batas Desa : 

 
Gambar 2.15. Layout Peta Penetapan Batas Desa 

 

Keterangan gambar: 

a. Judul Peta 

Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta  

b. Lembar Peta 

Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber 

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

c. Nama Desa 

Menampilkan nama desa, kecamatan dan kabupaten 

d. Orientasi Arah dan Skala Peta 

Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta 

yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis  

13

14

9

10

11

12

1

2

3

4

5 6

7

8
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e. Diagram Lokasi 

Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi 

wilayah desa yang dipetakan 

f. Petunjuk Letak Peta 

Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang 

tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar 

peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom 

petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa 

disajikan dalam beberapa NLP.  

g. Proyeksi, sistem grid dan datum 

Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan 

datum yang digunakan dalam penyajian peta  

h. Logo dan alamat instansi  

Menerangkan logo instansi yang mencetak dan 

mengedarkan peta beserta dengan alamatnya 

i. Keterangan 

Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta 

kerja 

j. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa 

Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil 

delineasi batas desa, berupa titik dan nilai 

koordinatnya. 

k. Kolom tanda tangan 

Peta ditandatangi oleh penjabat Kepala Desa setelah 

proses penarikan garis batas desa.  

l. Sumber Data dan riwayat peta 

Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang 

data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan 

peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus 

dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji 

ketelitian horisontal peta 

m. Catatan 

Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang 

disajikan 

n. Muka Peta 
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Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data 

(obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer 

grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan 

pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan 

sebagai feature independen dalam geodatabase. 

Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan 

ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta 

dengan komposisi transparan 100% untuk desa yang 

sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa 

yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan. 

 

2.8. On-Screen Digitizing 

2.8.1. Konsep Digitasi 

Digitasi secara umum dapat didefinisikan sebagai 

proses konversi data analog ke dalam format digital. 

Obyek-obyek tertentu seperti jalan, rumah, sawah dan 

lain-lain yang sebelumnya dalam format raster maka 

menjadi obyek-obyek vektor. 

Proses digitasi secara umum dibagi dalam dua 

macam: 

- Digitasi menggunakan digitizer. Dalam proses 

digitasi ini memerlukan sebuah meja digitasi 

atau digitizer. 

- Digitasi onscreen di layar monitor. Digitasi 

onscreen paling sering dilakukan karena lebih 

mudah dilakukan, tidak memerlukan tambahan 

peralatan lainnya, dan lebih mudah untuk 

dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Digitasi 

onscreen biasanya dilakukan pada/dibantu oleh 

suatu base-layer yang punya referensi spasial, 

misalnya citra satelit. 
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2.8.2. Kesalahan Dalam Digitasi 

Sebelum melakukan digitasi ada baiknya 

mengetahui jenis-jenis kesalahan dalam digitasi. 

Gunanya adalah menghindari kesalahan-kesalahan 

tersebut sehingga proses selanjutnya akan jauh lebih 

mudah. 

a. Kesalahan Titik 

- Node semu (Pseudo Node) Node semu adalah 

perpotongan antara 2 arc atau perpotongan suatu arc 

dengan arc itu sendiri. Node semu dapat digunakan 

untuk menbagi fitur linier menjadi segmen-segmen 

yang lebih kecil, yang masing-masing mempunyai 

nilai atribut yang berbeda. 

 
Gambar 2.16. Node semu 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

- Node menggantung (Dangling Nodes) Node 

menggantung adalah node dari arc yang tidak 

berhubungan dengan arc lain. Ini biasanya 

mengidikasikan adanya polygon tidak tertutup 

dengan benar (undershoot), atau ada arc yang 

didigitasi melebihi perpotongannya dengan arc 

lainnya (overshoot); atau memang seharusnya ada.  
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Gambar 2.17. Node menggantung 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

- Terlalu banyak titik label Setiap polygon 

diidentifikasikan dengan menepatkan label tunggal 

di dalamnya. Jika sebuah polygon berisi dari satu 

titik label, maka terjadi ketidakpastian mengenai 

User-ID yang digunakan. Label ganda juga bias 

merupakan indikasi dari adanya polygon yang tidak 

tertutup.   

 

 
Gambar 2.18. Terlalu banyak titik label 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

- Kurangnya titik label Polygon yang berisi titik label 

akan mendapatkan User-ID = 0; tanpa adanya titik 

label, User-ID polygon tidak akan bisa diubah. 
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Gambar 2.19. Kurangnya titik label 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

b. Kesalahan Garis 

Khusus untuk polyline (garis), kesalahan yang 

biasa terjadi adalah:  

- Overshoot 

Overshoot terjadi apabila terdapat dua garis 

yang tidak berhubung tetapi saling berpotongan. 

 
Gambar 2.20. Overshoot 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

- Undershoot 

Undershoot terjadi apabila terdapat dua garis 

yang tidak terhubung. 
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Gambar 2.21. Undershoot 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 

 

- Garis belum tersambung 

 

 
Gambar 2.22. Garis belum tersambung 

(Sumber: Pengelolaan Data Geospasial 2) 
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BAB III 

METODOLOGI 

 
3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilakukan terletak di 

Kabupaten Lumajang, Jawa Tmur dengan koordinat lokasi 

37,25 LU; 8,07 LS; 122,05 LB dan 113,13 LT. Secara 

administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Lumajang 

adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono 

- SebelahTimur : Kecamatan Tekung 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Sumbersuko 

- Sebelah Barat : Kecamatan Senduro 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Gambar 3.1. Lokasi penelitian 

(Sumber: Lumajangkab.go.id) 
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3.2.  Peralatan dan Data 

3.2.1. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Perangkat Keras 

i. Laptop 

ii. Mouse 

iii. LCD Proyektor 

 

b. Perangkat Lunak 

i. ArcMap 

 

 
Gambar 3.2. Software ArcMap 

 

3.2.2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Citra Tegak Resolusi Tinggi Pleiades 

Kecamatan Lumajang tahun 2015 

b. Peta batas desa dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

c. Hasil digitasi batas desa Peta Rupa Bumi 

Indonesia (RBI) 

d. Berita Acara hasil Focus Group Discussion 

(FGD) 

e. Monografi Kecamatan Lumajang tahun 2015 
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Citra yang digunakan merupakan citra hasil 

orthorektifikasi. Berikut hasil analisa dari orthorektifikasi pada 

Citra tegak resolusi tinggi Pleiades.  Pada analisa citra hasil 

ortorektifkasi berikut, akan digunakan model 7 dengan 

penggunaan GCP sebanyak 21 titik, yang pada penjelasan 

sebelumnya didapat bahwa model 7 dengan polinomial orde 2 

model optimal dalam toleransi pembuatan peta sakala 1 : 5000. 

Pada analisa berikut akan disajikan beberapa perbedaan 

yang signifikasn antara citra sebelum dilakukan ortorektifikasi 

dengan citra setelah dilakukan ortorektifkasi. 

Pada hasil ortorektifikasi, pixel citra akan bertransformasi 

(translasi, rotasi, skala) sehingga dimungkinkan akan ada 

perubahan ukuran pixel. Perubahan pixel tersebut dapat saja 

membenarkan ukuran pixel menjadi 0,5 meter (resolusi spasial 

citra) atau malah menjauhi ukuran 0,5 meter. Berikut perubahan 

ukuran pixel setelah dilakukan proses ortorektifikasi yang didapat 

dari 5 sampel titik. 

 

 



42 

 

 
Gambar 3.3. Persebaran Titik Sampel 

(Sumber : Hasil Analisa, 2016) 

 

Tabel 3.1. Perbandingan Ukuran Pixel Sebelum dan Sesudah 

Orthorektifkasi 

(Sumber : Hasil Analisa, 2016) 

Titik 

Sampel 

Besar Pixel (m) 

Sebelum 

Ortorektifikasi 

Setelah 

Ortorektifikasi 

1 0,543084 0,500152 

2 0,543824 0,500064 

3 0,543599 0,499870 

4 0,543468 0,500064 

5 0,543985 0,500011 

Rata-Rata 0,543592 0,500032 
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Dari tabel diatas didapat bahwa setelah ortorektifikasi, 

ukuran pixel menjadi lebih mendekati nilai pixel yang sebenarnya 

≈ 0,5 meter dengan selisih nilai 0,032 milimeter dari nilai pixel 

yang seharusnya. 

 

   

 
Gambar 3.4. Perbedaan Bentuk Pixel Sebelum dan Sesudah 

Ortorektifikasi 

(Sumber : Hasil Analisa, 2016) 
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3.3.  Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.5. Diagram alir tahapan penelitian 
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45 tahun 2016

Penyajian Data

Laporan Penelitian
Peta Batas Administrasi 

Desa Kecamatan 
Lumajang Tahun 2016

Selesai

A

Gambar 3.6. Diagram alir tahapan penelitian lanjutan 

 
3.3.1. Tahapan Penelitian 

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini dilakukan dua proses yaitu identifikasi 

masalah dan studi literatur dimana: 

i. Identifikasi Permasalahan 

Topik yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah pembuatan peta batas administrasi 

desa di Kecamatan Lumajang dengan 

melakukan validasi terlebih dahulu 

menggunakan metode kartometrik sesuai 
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implementasi permendagri nomor 45 

tahun 2016. 

ii. Studi Literatur:  

Pada tahap ini, peneliti mencari literatur 

tentang batas daerah, validasi batas, dan 

penegasan batas. Literatur yang 

digunakan sebagai acuan adalah 

Permendagri nomor 76 tahun 2012. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini berbagai data dikumpulkan untuk 

proses validasi batas meliputi: 

i. Berita acara hasil FGD validasi batas 

administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang. 

ii. Shapefile hasil digitasi batas desa. File 

ini didapatkan dari Badan Perancanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Lumajang tahun 2012. 

iii. Citra Pleiades Kecamatan Lumajang 

tahun 2014. Citra ini didapatkan dari 

Badan Informasi Geospasial (BIG) 

dengan resolusi spasial 0,5m dan 

dilakukan orthorektifikasi sehingga dapat 

digunakan. 

iv. Peta batas desa di Kecamatan Lumajang 

tahun 2010 dari hasil validasi batas 

administrasi desa oleh Badan Pusat 

Statistika (BPS) Lumajang. 

c. Tahap Pengolahan Data 

i. Shapefile hasil digitasi batas desa RBI di-

overlay dengan citra tegak resolusi tinggi 

Pleiades dan dilakukan proses editing 

sesuai bentuk obyek dan kenampakan 

alam. 
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ii. Sehingga  didapatkan draft batas batas 

administrasi desa Kecamatan Lumajang. 

iii. Dilakukan interpretasi peta batas desa 

dari BPS Kecamatan Lumajang pada saat 

kegiatan validasi berlangsung. 

iv. Dilakukan validasi dari data draft batas 

administrasi desa Kecamatan Lumajang 

dengan hasil interpretasi peta batas desa 

dari BPS dan berita acara hasil FGD 

sebagai data pendukung. 

v. Ketika hasil validasi sesuai dengan data-

data yang di validasi maka didapatkan 

batas administrasi desa Kecamatan 

Lumajang. Jika validasi tidak sesuai 

maka dilakukan survey ke lapangan. 

vi. Dilakukan analisa terhadap hasil validasi 

berdasarkan aspek teknis dan yuridis 

sesuai Permendagri nomor 45 tahun 2016 

tentang Penetapan dan Penegasan Batas 

Desa. 

d. Tahap Akhir 

i. Pada tahap ini dilakukan proses 

penyajian data berupa laporan penelitian 

dan peta. Peta dibuat berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian 

Peta Rencana Tata Ruang. 

 
3.3.2. Tahapan Pelaksanaan 

Sebelum melakukan validasi batas desa, Tim 

Validasi Batas Desa melakukan rapat dengan 

BAPPEDA dan perangkat desa untuk 

menentukan jadwal validasi, kebutuhan validasi, 

perizinan, dan penyampaian informasi terkait 
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validasi yang nantinya akan diselenggarakan di 

Kecamatan Lumajang. 

 

Gambar 3.7. Rapat Penjadwalan Validasi 

 

 Hasil dari rapat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian teknis secara umum dan 

peralatan yang dibutuhkan pada saat validasi. 

2. Pendampingan dari BAPPEDA, hanya di 

kecamatan tertentu saja. 

3. Perangkat desa yang hadir minimal dua 

orang tiap desa. 

4. Batas desa antar kecamatan apabila ada 

masalah akan di jadwalkan. 

5. Ada sebagian perangkat desa yang ingin 

turun ke lapangan. 

6. Mengundang Perangkat Desa dan juga dari 

PERHUTANI, Tata Pemerintahan, PT. 

Perkebunan Nusantara, dan lainnya yang 

berkaitan. 
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7. Validasi di Kecamatan Lumajang 

diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 

2016 di kantor Kecamatan Lumajang. 

 

3.3.3. Teknis Validasi 

Kegiatan validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

i. Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan 

untuk kegiatan validasi batas. 

ii. Mengumpulkan perangkat desa dan 

kecamatan untuk melakukan validasi batas 

administrasi desa di Kecamatan Lumajang 

iii. Pembukaan kegiatan validasi yang dibuka 

oleh Camat atau wakilnya dan BAPPEDA. 

iv. Penjelasan teknis kegiatan validasi batas 

administrasi desa oleh Tim Validasi Batas 

secara jelas dan persuasif kepada 

perangkat-perangkat desa. 

 

 
Gambar 3.8. Penjelasan teknis kegiatan 

Validasi Batas 

 

v. Pembagian peta kerja kepada perangkat 

desa yang mewakili desa masing-masing. 



50 

 

vi. Menampilkan Citra desa-desa pada 

Kecamatan Lumajang di layar proyektor. 

vii. Diskusi terbuka antar perangkat desa untuk 

menentukan batas desanya masing-masing 

dengan menggunakan peta kerja yang 

sudah dibagikan dan dokumen validasi 

batas atau peta krawangan masing-masing 

desa. 

 

 
Gambar 3.9. Peta Krawangan Desa 

 

viii. Menunjukan kepada operator Tim Validasi 

Batas, batas-batas yang sudah disepakati 

oleh kedua desa yang berbatasan. 

ix. Diskusi antara operator dan 2 desa yang 

berbatasan di depan laptop yang digunakan 

untuk editing batas desa. 
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Gambar 3.10. Diskusi Operator Tim 

Validasi Batas dan Perangkat Desa 

 

x. Mengontrol jalannya kegiatan validasi agar 

kondusif oleh seorang moderator, dan 

memberikan arahan yang jelas terhadap 

perangkat desa. 

xi. Diskusi Terbuka antara Tim Validasi Batas 

dan Perangkat Desa yang saling 

berbatasan. 

xii. Menandatangani hasil validasi batas 

administrasi desa dalam berita acara oleh 

perangkat desa. 

 

 
Gambar 3.11. Berita Acara yang sudah 

ditandatangani oleh Perangkat Desa 
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“ Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Hasil Validasi Batas Administrasi Desa 

4.1.1. Digitasi Batas Desa Kecamatan Lumajang Pada Peta 

Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 

Digitasi batas desa Kecamatan Lumajang pada peta 

RBI skala 1:25.000 menghasilkan batas yang tidak 

terlalu detil jika di-overlay dengan citra tegak resolusi 

tinggi Pleiades Kecamatan Lumajang. Untuk itu 

dilakukan editing dan smoothing batas sesuai dengan 

citra yang digunakan nantinya sebagai peta kerja dalam 

kegiatan penetapan batas desa. Hasil editing dan 

smoothing batas desa sebagai berikut. 
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4.1.2. Hasil Validasi Batas Desa Kecamatan Lumajang 

Pada kegiatan penetapan batas desa Kecamatan 

Lumajang menghasilkan batas desa Kecamatan 

Lumajang yang sudah disepakati oleh berbagai pihak. 

Terdapat perbedaan yang besar dengan batas sebelum 

validasi sehingga dapat terlihat dengan kasat mata 

seperti gambar berikut. 
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4.1.3. Panjang Segmen Batas 

Berdasarkan validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang didapat perbedaan panjang batas 

pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.1. Panjang Segmen Batas 

No. Nama Desa 

Segmen 

Batas RBI 

(Meter) 

Segmen Batas 

Validasi 

(Meter) 

1 Banjarwaru 12103,532 8463,299 

2 Labruk Lor 9217,652 9010,375 

3 Citrodiwangsan 8900,919 10765,633 

4 Ditotrunan 7812,158 8419,535 

5 Jogotrunan 7993,375 13697,961 

6 Denok 9151,310 11587,862 

7 Blukon 8512,141 9483,168 

8 Boreng 15105,616 16442,343 

9 Jogoyudan 6886,847 7752,359 

10 Rogotrunan 9053,264 9991,089 

11 Tompokersan 8617,243 8360,930 

12 Kepuharjo 7324,464 11675,416 

 

4.1.4. Panjang Batas Alam dan Batas Buatan 

Segmen batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang berdasarkan unsur batas wilayah yang dilalui 

dibagi menjadi dua unsur yaitu batas alam dan batas 

buatan. Batas alam meliputi sungai, pohon, dan danau 

sedangkan batas buatan meliputi saluran irigasi, sawah, 

jalan, rumah, dan garis khayal. Pada tabel 4.2. 

dijelaskan mengenai panjang unsur batas yang terdapat 

di Kecamatan Lumajang. 
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Tabel 4.2. Batas Alam dan Batas Buatan 

No. 
Jenis Segmen 

Batas 

Panjang Segmen Batas 

(Meter) 

Sebelum 

Penetapan 

Batas 

Sesudah 

Penetapan 

Batas 

1 Alam 

Sungai 39928,047 45111,557 

Pohon 4752,115 4284,584 

Danau 0 664,689 

2 Buatan 

Irigasi 5341,211 14031,717 

Sawah 8761,439 7217,714 

Jalan 14094,949 12419,620 

Rumah 5950,487 1213,688 

Khayal 500,254 883,033 
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4.1.5. Luas Administrasi Desa Hasil Validasi Batas 

Hasil dari validasi batas administrasi desa di 

Kecamatan Lumajang memperoleh luasan desa masing-

masing di Kecamatan Lumajang. Berikut ini adalah 

tabel luas dari sebelum dan sesudah validasi batas 

administrasi desa di Kecamatan Lumajang. 

 

Tabel 4.3. Luas Hasil Validasi Batas 

No. Nama Desa 

Luas Batas 

Sebelum 

Validasi 

(Meter2) 

Luas Batas 

Sesudah 

Validasi 

(Meter2) 

1 Banjarwaru 1935260,715 1774972,610 

2 Labruk Lor 2725954,660 2573348,624 

3 Citrodiwangsan 1861466,571 2235016,473 

4 Ditotrunan 1687942,193 1628579,526 

5 Jogotrunan 1680963,322 2951043,217 

6 Denok 3204476,565 3268072,713 

7 Blukon 1979743,224 2234017,176 

8 Boreng 4925964,135 4005904,477 

9 Jogoyudan 1863892,922 2108829,579 

10 Rogotrunan 2078883,418 1995960,517 

11 Tompokersan 2103964,646 2100486,076 

12 Kepuharjo 2327606,645 3121219,359 

 

4.1.6. Peta Validasi Batas Administrasi Desa Kecamatan 

Lumajang 

Berikut ini merupakan peta batas administrasi 

desa di Kecamatan Lumajang yang merupakan hasil 

kegiatan validasi batas. 
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a. Desa Banjarwaru 

 
Gambar 4.5 Peta Desa Banjarwaru 

 

b. Desa Labruk Lor 

 
Gambar 4.6. Peta Desa labruk Lor 
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c. Kelurahan Citrodiwangsan 

 
Gambar 4.7. Peta Kelurahan Citrodiwangsan 

 

d. Kelurahan Ditotrunan 

 
Gambar 4.8. Peta Kelurahan Ditotrunan 
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e. Kelurahan Jogotrunan 

 
Gambar 4.9. Peta Kelurahan Jogotrunan 

 

f. Desa Denok 

 
Gambar 4.10. Peta Desa Denok 
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g. Desa Blukon 

 
Gambar 4.11. Peta Desa Blukon 

 

h. Desa Boreng 

 
Gambar 4.12. Peta Desa Boreng 
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i. Kelurahan Jogoyudan 

 
Gambar 4.13. Peta Kelurahan Jogoyudan 

 

j. Kelurahan Rogotrunan 

 
Gambar 4.14. Peta Kelurahan Rogotrunan 
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k. Kelurahan Tompokersan 

 
Gambar 4.15. Peta Kelurahan Tompokersan 

 

l. Kelurahan Kepuharjo 

 
Gambar 4.16. Peta Kelurahan Kepuharjo 
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4.1.7. Status Batas Wilayah 

Validasi batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang menghasilkan status segmen batas. Status 

segmen batas desa/kelurahan di Kecamatan Lumajang 

dibagi menjadi tiga jenis yaitu batas valid, batas 

sengketa, dan batas belum diketahui. Batas valid adalah 

batas yang sudah disepakati oleh perangkat desa yang 

berbatasan tanpa ada permasalahan yang menyangkut 

batas tersebut. Batas sengketa adalah batas yang 

terdapat perbedaan pendapat kedua perangkat desa yang 

berbatasan terhadap claim wilayah yang berhubungan 

dengan batas desa. Batas belum diketahui adalah batas 

yang pada saat dilakukan kegiatan validasi, salah satu 

perangkat desa tidak mengetahui batasnya secara jelas.  

 

Tabel 4.4. Status Segmen Batas Hasil Validasi 

Nama Desa 

Batas 

Valid 

Batas 

Sengketa 

Batas 

Belum 

Diketahui 

(Meter) (Meter) (Meter) 

Banjarwaru 8463,299 0 0 

Labruk Lor 9010,375 0 0 

Citrodiwangsan 9768,055 66,418 931,159 

Ditotrunan 8419,535 0 0 

Jogotrunan 13697,961 0 0 

Denok 11587,862 0 0 

Blukon 8903,297 0 579,871 

Boreng 14311,105 0 2131,237 

Jogoyudan 6200,993 0 1551,366 

Rogotrunan 9648,420 0 342,669 

Tompokersan 7951,842 66,418 342,669 

Kepuharjo 11675,416 0 0 
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4.1.8. Titik Kartometrik Batas Wilayah 

a. Desa Banjarwaru 

Titik kartometrik yang terdapat pada desa 

Banjarwaru berjumlah 300 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 

 

 
Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.17. Titik kartometrik Desa Banjarwaru 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3.  

 

b. Desa Labruk Lor 

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa 

Labruk Lor berjumlah 250 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.18. Titik kartometrik Desa Labruk Lor 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

c. Kelurahan Citrodiwangsan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Citrodiwangsan berjumlah 281 titik dalam shapefile 

yang tersebar di setiap garis segmen batas untuk 

mewakili batas wilayah yang berisi informasi 

koordinat dari lokasi titik dan daerah yang 

bersinggungan dengan titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.19. Titik kartometrik Kelurahan 

Citrodiwangsan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

d. Kelurahan Ditotrunan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Ditotrunan berjumlah 267 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.20. Titik kartometrik Kelurahan 

Ditotrunan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

e. Kelurahan Jogotrunan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Jogotrunan berjumlah 453 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.21. Titik kartometrik Kelurahan 

Jogotrunan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

f. Desa Denok 

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa Denok 

berjumlah 390 titik dalam shapefile yang tersebar di 

setiap garis segmen batas untuk mewakili batas 

wilayah yang berisi informasi koordinat dari lokasi 

titik dan daerah yang bersinggungan dengan titik 

kartometrik. 
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Keterangan:  

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.22. Titik kartometrik Desa Denok 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

g. Desa Blukon 

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa 

Blukon berjumlah 274 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.23. Titik kartometrik Desa Blukon 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

h. Desa Boreng 

Titik kartometrik yang terdapat pada Desa 

Boreng berjumlah 488 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.24. Titik kartometrik Desa Boreng 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

i. Kelurahan Jogoyudan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Jogoyudan berjumlah 188 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.25. Titik kartometrik Kelurahan 

Jogoyudan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

j. Kelurahan Rogotrunan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Rogotrunan berjumlah 236 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan:  

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.26. Titik kartometrik Kelurahan 

Rogotrunan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

k. Kelurahan Tompokersan 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Tompokersan berjumlah 200 titik dalam shapefile 

yang tersebar di setiap garis segmen batas untuk 

mewakili batas wilayah yang berisi informasi 

koordinat dari lokasi titik dan daerah yang 

bersinggungan dengan titik kartometrik. 
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Keterangan:  

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.27. Titik kartometrik Kelurahan 

Tompokersan 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

l. Kelurahan Kepuharjo 

Titik kartometrik yang terdapat pada Kelurahan 

Kepuharjo berjumlah 380 titik dalam shapefile yang 

tersebar di setiap garis segmen batas untuk mewakili 

batas wilayah yang berisi informasi koordinat dari 

lokasi titik dan daerah yang bersinggungan dengan 

titik kartometrik. 
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Keterangan: 

  : Titik Kartometrik 

: Batas Valid 

 

Gambar 4.28. Titik kartometrik Kelurahan 

Kepuharjo 

 

Note: Gambar lebih jelas terdapat di Lampiran 3. 

 

4.2. Analisa Kartometrik 

4.2.1. Analisa Segmen Batas 

a. Panjang Segmen Batas 

Dalam penelitian mengenai penetapan batas 

administrasi desa menggunakan metode kartometrik 

ini, hasil delineasi batas desa pada peta RBI skala 

1:25.000 tahun 2012 di Kecamatan Lumajang. Dari 

hasil validasi batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang menggunakan metode kartometrik ini, 

ditemukan garis segmen batas desa yang berbeda 

seperti pada tabel 4.5. yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: 

1. Perbedaan resolusi spasial citra yang digunakan 

2. Orthorektifikasi citra 

3. Tahun citra yang digunakan 
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Tabel 4.5. Analisa Panjang Segmen Batas 

No. Nama Desa 

Perbedaan 

Panjang 

(Meter) 

Banyak 

Perbedaan 

Segmen 

1 Banjarwaru 3640,232 9 Segmen 

2 Labruk Lor 207,276 5 Segmen 

3 Citrodiwangsan 1864,713 11 Segmen 

4 Ditotrunan 607,376 7 Segmen 

5 Jogotrunan 5704,586 7 Segmen 

6 Denok 2436,552 8 Segmen 

7 Blukon 971,027 7 Segmen 

8 Boreng 1336,726 10 Segmen 

9 Jogoyudan 865,512 6 Segmen 

10 Rogotrunan 937,825 7 Segmen 

11 Tompokersan 256,312 13 Segmen 

12 Kepuharjo 4350,952 11 Segmen 

 

Segmen batas yang berbeda terletak antara: 

1. Desa Banjarwaru bagian utara, barat, timur, 

selatan 

2. Desa Labruk Lor bagian selatan, timur 

3. Kelurahan Citrodiwangsan bagian utara, 

barat, timur, selatan 

4. Kelurahan Ditotrunan bagian utara, barat, 

timur 

5. Kelurahan Jogotrunan bagian utara, barat, 

timur, selatan 

6. Desa Denok bagian utara, barat, selatan 

7. Desa Blukon bagian barat, selatan 

8. Desa Boreng bagian utara, barat, timur, 

selatan 

9. Kelurahan Jogoyudan bagian utara, barat, 

timur, selatan 
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10. Kelurahan Rogotrunan bagian utara, barat, 

selatan 

11. Kelurahan Tompokersan bagian utara, barat, 

timur, selatan 

12. Kelurahan Kepuharjo bagian utara, barat, 

timur, selatan 

 

b. Perbedaan Luas Wilayah 

Dalam melakukan validasi batas administrasi 

desa, perlu dilakukannya kontrol kualitas data 

dengan cara membandingkan luas desa sebelum dan 

sesudah validasi. Setelah dianalisis, hasil yang 

diperoleh adalah adanya perbedaan yang jauh 

terhadap luas data batas administrasi desa sebelum 

dan sesudah validasi seperti pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.6. Perbedaan Luas Sebelum dan Sesudah 

Validasi Batas Administrasi Desa 

No. Nama Desa 

Perbedaan 

Luas RBI 

(Meter2) 

Perbedaan 

Luas BPS 

(Meter2) 

1 Banjarwaru 160288,105 44972,609 

2 Labruk Lor 152606,036 1246651,376 

3 Citrodiwangsan 373549,902 465016,473 

4 Ditotrunan 59362,666 791420,473 

5 Jogotrunan 1270079,895 331043,217 

6 Denok 63596,148 168072,713 

7 Blukon 254273,951 324017,175 

8 Boreng 920059,657 505904,476 

9 Jogoyudan 244936,657 391170,420 

10 Rogotrunan 82922,900 84039,483 

11 Tompokersan 3478,569 649513,923 

12 Kepuharjo 793612,714 1061219,359 
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Gambar 4.30. Diagram perbedaan luas hasil 

digitasi RBI dengan hasil validasi batas desa 
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Gambar 4.31. Diagram perbedaan luas data 

BPS dengan hasil validasi batas desa  
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c. Segmentasi Batas 

Berdasarkan data batas alam dan buatan pada 

tabel 4.2. terdapat perbedaan panjang segmen batas 

alam dan buatan sebelum dan sesudah validasi. Batas 

alam yang mengalami perbedaan yaitu 5183,5101 

meter sungai; 467,5317 meter pohon; dan 664,6894 

meter danau. Batas buatan yang mengalami 

perbedaan yaitu 8690,5063 meter irigasi; 1543,7255 

meter sawah; 1675,3286 meter jalan; 4736,7989 

meter rumah; dan 382,7789 meter khayal. Berikut ini 

adalah diagram perbedaan segmen batas alam dan 

buatan. 

 

 
Gambar 4.32. Diagram perbedaan panjang segmen 

batas alam dan buatan dari hasil digitasi dengan hasil 

validasi batas 
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4.2.2. Analisa Status Batas Wilayah 

Status batas wilayah yang didapat dari hasil validasi 

batas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Batas valid, Batas 

sengketa, Batas tidak diketahui. Batas valid merupakan 

Batas yang sudah disepakati oleh kedua perangkat desa 

yang berbatasan pada kegiatan validasi batas. Batas 

sengketa merupakan batas yang belum disepakati pada 

saat kegiatan validasi batas dikarenakan adanya 

sengketa lahan atau adanya lahan yang tidak diakui oleh 

kedua perangkat desa. Sedangkan batas tidak diketahui 

merupakan batas yang tidak diketahui oleh salah satu 

perangkat desa pada saat kegiatan validasi batas. 

Tampilan status batas wilayah dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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a. Desa Banjarwaru 

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa 

Banjarwaru adalah 8463,29997754 meter dimana 

semuanya valid tidak ada permasalahan. 

 

b. Desa Labruk Lor 

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa 

Labruk Lor adalah 8463,29997754 meter dimana 

semuanya valid tidak ada permasalahan. 

 

c. Kelurahan Citrodiwangsan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Citrodiwangsan adalah 9768,0555 meter 

dimana 66,4189 meter merupakan batas sengketa 

dan 931,1592 meter merupakan batas yang tidak 

diketahui. Segmen batas yang berstatus belum 

diketahui terletak di sebelah utara dan barat 

berbatasan dengan kecamata Sukodono. Segmen 

batas yang berstatus sengketa terletak di sebelah 

timur berbatasan dengan Kelurahan Tompokersan. 

Berikut ini akan ditampilkan status batas pada 

Kelurahan Citrodiwangsan. 
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 Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 
Gambar 4.34. Status batas wilayah di Kelurahan 

Citrodiwangsan 

 

Dari gambar di atas didapatkan hipotesa untuk batas 

sengketa Kelurahan Citrodiwangsan dan Kelurahan 

Tompokersan bahwa batas yang benar mengikuti 

batas dari Kelurahan Citrodiwangsan. 
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Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas sengketa Kelurahan Tompokersan 

: Batas sengketa Kelurahan Citrodiwangsan 

 

Gambar 3.35. Tampilan batas sengketa Kelurahan 

Citrodiwangsan 

 

Karena batas yang ditunjukan oleh perangkat 

desa Kelurahan Tompokersan (Garis berwarna biru 

pada Gambar 3.35.) memotong suatu rumah. 

Perangkat desa Kelurahan Tompokersan pun kurang 

mengetahui wilayah tersebut. 
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d. Kelurahan Ditotrunan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Ditotrunan adalah 8419,5350 meter 

dimana semuanya valid tidak ada permasalahan. 

 

e. Kelurahan Jogotrunan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Jogotrunan adalah 13697,9619 meter 

dimana semuanya valid tidak ada permasalahan. 

 

f. Desa Denok 

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa 

Denok adalah 11587,8629 meter dimana semuanya 

valid tidak ada permasalahan. 

g. Desa Blukon 

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa 

Blukon adalah 8903,2971 meter dimana 579,8713 

meter merupakan batas yang belum diketahui. 

Segmen batas yang berstatus belum diketahui 

terletak di sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Boreng. Berikut ini akan ditampilkan status batas 

pada Desa Blukon. 
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Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 

Gambar 4.36. Status batas wilayah di Desa Blukon 

 

h. Desa Boreng 

Total panjang segmen batas yang terletak di Desa 

Boreng adalah 14311,1053 meter dimana 2131,2378 

meter merupakan batas yang belum diketahui. 

Segmen batas yang berstatus belum diketahui 

terletak di sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Blukon dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Jogoyudan. Berikut ini akan ditampilkan 

status batas pada Desa Boreng. 
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Keterangan:  

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 

Gambar 4.37. Status batas wilayah di Desa Boreng 

 

i. Kelurahan Jogoyudan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Jogoyudan adalah 6200,9930 meter 

dimana 1551,3665 meter merupakan batas yang 

belum diketahui. Segmen batas yang berstatus belum 

diketahui terletak di sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Boreng. Berikut ini akan ditampilkan status 

batas pada Kelurahan Jogoyudan. 
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Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 

Gambar 4.38. Status batas wilayah di Kelurahan 

Jogoyudan 

 

j. Kelurahan Rogotrunan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Rogotrunan adalah 9648,4202 meter 

dimana 342,6690 meter merupakan batas yang 

belum diketahui. Segmen batas yang berstatus belum 

diketahui terletak di sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Tompokersan. Berikut ini akan 

ditampilkan status batas pada Kelurahan Rogotrunan. 
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Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 

Gambar 4.39. Status batas wilayah di Kelurahan 

Rogotrunan 

 

k. Kelurahan Tompokersan 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Tompokersan adalah 7951,8427 meter 

dimana 66,4189 meter merupakan batas sengketa 

dan 342,6690 meter merupakan batas yang belum 

diketahui. Segmen batas yang berstatus sengketa 

terletak di sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Citrodiwangsan dan yang berstatus belum 

diketahui terletak di sebelah timur berbatasan dengan 
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Kelurahan Rogotrunan. Berikut ini akan ditampilkan 

status batas pada Kelurahan Tompokersan. 

 
Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas yang belum diketahui 

: Batas sengketa 

 

Gambar 4.40. Status batas wilayah di Kelurahan 

Tompokersan 

 

Dari gambar di atas didapatkan hipotesa untuk batas 

sengketa Kelurahan Citrodiwangsan dan Kelurahan 

Tompokersan bahwa batas yang benar mengikuti 

batas dari Kelurahan Citrodiwangsan. 
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Keterangan: 

: Batas valid 

: Batas sengketa Kelurahan Tompokersan 

: Batas sengketa Kelurahan Citrodiwangsan 

 

Gambar 4.41. Tampilan batas sengketa Kelurahan 

Tompokersan 

 

Karena batas yang ditunjukan oleh perangkat 

desa Kelurahan Tompokersan (Garis berwarna biru 

pada Gambar 3.35.) memotong suatu rumah. 

Perangkat desa Kelurahan Tompokersan pun kurang 

mengetahui wilayah tersebut. 
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l. Kelurahan Kepuharjo 

Total panjang segmen batas yang terletak di 

Kelurahan Kepuharjo adalah 11675,4169 meter 

dimana semuanya valid tidak ada permasalahan. 

 

4.2.3. Analisa Titik Kartometrik 

Titik kartometrik merupakan titik yang ditempatkan 

disepanjang segmen batas wilayah. Titik tersebut 

berisikan informasi mengenai koordinat letak titik dan 

nama kelurahan yang bersinggungan dengan titik 

kartometrik tersebut. Penentuan titik kartometrik ini 

dirasa sangat efisien, dimana titik tersebut dapat 

mewakili secara utuh setiap titik belok pada garis batas 

wilayah tanpa dipengaruhi. 

Terdapat 3707 titik kartometrik batas desa yang 

tersebar di Kecamatan Lumajang dengan penomeran 

sesuai dengan format yang ditentukan. Tabel 4.6. 

merupakan tabel kode wilayah penomeran titik 

kartometrik antar desa di Kecamatan Lumajang yang 

mengacu pada Permendagri nomor 45 tahun 2016. 

 

Tabel 4.7. Kode Wilayah Administrasi 

Titik Kartometrik Wilayah 

TK Titik Kartometrik 

35 Provinsi Jawa Timur 

08 Kabupaten Lumajang 

060 Kecamatan Lumajang 

008 Desa Banjarwaru 

009 Desa Labruk Lor 

010 Kelurahan Citrodiwangsan 

011 Kelurahan Ditotrunan 

012 Kelurahan Jogotrunan 

013 Desa Denok 

014 Desa Blukon 

015 Desa Boreng 
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016 Kelurahan Jogoyudan 

017 Kelurahan Rogotrunan 

018 Kelurahan Tompokersan 

019 Kelurahan Kepuharjo 

 

Format penulisan titik kartometrik berdasarkan 

Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan 

dan Penegasan Batas Desa diurutkan dari kode titik 

kartometrik disambung dengan kode provinsi, kode 

kabupaten, kode kecamatan 1, kode desa/kelurahan 1, 

kode kecamatan 2, kode desa/kelurahan 2, dan 3 digit 

terakhir adalah nomor titik kartometrik seperti cotoh 

berikut. 

 

1. TK35.08.060.008-060.009-001 

Sistem penomeran tersebut merupakan titik 

kartometrik yang berhimpitan dengan dua 

desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001 

merupakan nomor titik kartometrikya. 

 

 
Gambar 4.42. Letak titik kartometrik contoh 1 
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2. TK35.08.060.009-060.010-060.011-001 

Sistem penomeran tersebut merupakan titik 

kartometrik yang berhimpitan dengan tiga 

desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001 

merupakan nomor titik kartometrikya. 

 

 
Gambar 4.43. Letak titik kartometrik contoh 2 

 

3. TK35.08.060.008-061.008-001 

Sistem penomeran tersebut merupakan titik 

kartometrik yang berhimpitan dengan tiga 

desa/kelurahan di kecamatan yang berbeda dengan 

001 merupakan nomor titik kartometriknya. 
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Gambar 4.44. Letak titik kartometrik contoh 3 

 

4. TK35.08.060.010-060.011-060.012-060.016-

060.017-001 

Sistem penomeran tersebut merupakan titik 

kartometrik yang berhimpitan dengan lima 

desa/kelurahan di kecamatan yang sama dengan 001 

merupakan nomor titik kartometriknya. 

 

 
Gambar 4.45. Letak titik kartometrik contoh 4 
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4.2.4. Analisa Yuridis Berdasarkan Permendagri No.45 

Tahun 2016 

a. Teknis Validasi 

Dari tahapan pelaksanaan kegiatan Validasi 

Batas muncul berbagai permasalahan, yaitu: 

1. Waktu yang terbatas ketika melakukan validasi 

hari jum’at karena jam kerja informan sampai 

jam 11.00 

2. Adanya perangkat desa yang tidak hadir dalam 

melakukan validasi, yaitu Desa Banjarwaru, 

sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang. 

3. Perangkat desa sebagian tidak mengetahui 

batasnya. 

4. Berita acara pada kegiatan validasi tidak 

menjelaskan permasalahan apakah batas 

tersebut tidak diketahui/sengketa tetapi hanya 

menjelaskan segmen batas antar desa menurut 

mata angin. 

 

Berdasarkan tahapan pelaksanaan validasi batas 

desa perlu mendapat perbaikan untuk kegiatan 

validasi selanjutnya dapat berjalan dengan lancar, 

yaitu: 

1. Perlunya diberitahukan kepada perangkat-

perangkat desa dalam forum Focus Group 

Discussion (FGD) sebelum melakukan kegiatan 

validasi bahwa batas desa masing-masing harus 

sudah dilakukan survey pendahuluan oleh 

perangkat desa yang nantinya ikut kegiatan 

validasi, yaitu dengan mendokumentasikan 

lokasi batas-batas desa secara jelas di lapangan 

sehingga ketika kegiatan validasi pihak desa 

mengetahui batasnya masing-masing. 

2. Pada kegiatan validasi batas desa di Kecamatan 

Lumajang tidak menggunakan berita acara pada 
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pengumpulan dan penelitian dokumen dan 

berita acara pemilihan peta dasar. 

3. Pada kegiatan validasi batas desa di Kecamatan 

Lumajang, indikasi awal yang disebutkan 

Permendagri tidak didapatkan pada penelitian 

dokumen, tetapi indikasi awal batas desa 

didapat dari hasil digitasi RBI. Sedangkan 

penelitian dokumen pada validasi batas desa 

hanya sebagai data pendukung dalam kegiatan 

validasi.  

4. Berita acara perlu menjelaskan tentang batas 

yang sengketa dan batas yang belum diketahui 

oleh perangkat desa. 

 

b. Implementasi pada Kecamatan Lumajang 

Kesesuaian proses implementasi validasi batas 

administrasi desa di Kecamatan Lumajang 

berdasarkan Permendagri No. 45 tahun 2016 tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa terdapat dalam 

tabel 4.8. di bawah ini. 

 

Tabel 4.8. Kesesuaian Implementasi Permendagri No. 

45 Tahun 2016 Tentang Penetapan dan Penegasan 

Batas Desa  

Berdasarkan Permendagri 

No. 45 tahun 2016 

Berdasarkan Validasi Batas 

Administrasi Desa di Kecamatan 

Lumajang tahun 2016 

Sesuai Tidak Sesuai 

1. Pengumpulan dan penelitian dokumen 

a. Mengumpulkan dokumen 
batas 

Peta kretek batas 
desa dan 

Monografi 

Kecamatan 
Lumajang 

 

b. Meneliti dokumen batas 
sebagai indikasi awal garis 

batas 

 

Penelitian 

dokumen 
dilakukan pada 

saat kegiatan 

validasi, untuk 
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indikasi awal 

garis batas 
didapatkan dari 

hasil digitasi 

batas peta RBI 

c. Pembuatan berita acara 

pengumpulan dan 
penelitian dokumen batas 

 

Tidak ada berita 

acara penelitian 
dokumen batas 

2. Pemilihan peta dasar 

a. Menggunakan peta 

RBI skala 1:5000 

sebagai peta dasar 

Citra tegak 
resolusi tinggi  

Pleiades yang 

sudah di 
orthorektifikasi 

dengan resolusi 

spasial 0,5m 
 

 

b. Dapat 
menggunakan citra 

tegak resolusi tinggi 

bila tidak tersedia 
RBI, minimal 

resolusi spasial 4 

meter 

 

c. Dapat 

menggunakan peta 
RBI dan citra tegak 

bersamaan 

 

d. Dapat 
menambahkan peta 

dan data pendukung 

lainnya untuk 
membantu 

penarikan garis 

batas. 

Menggunakan 
peta kretek dan 

hasil digitasi RBI 

sebagai data 
pendukung pada 

kegiatan validasi 

batas 

 

e. Pembuatan berita 
acara pemilihan 

peta dasar 

 
Tidak ada berita 
acara pemilihan 

peta dasar 

3. Pembuatan garis batas di atas peta 

a. Pembuatan peta 

kerja 
  

i. Menggunakan 
peta dasar 

dan/atau citra 

tegak resolusi 
tinggi dan data 

pendukung lain 

Citra pleiades 

yang sudah 
diorthorektifikasi 

sebagai peta 

dasar. Peta kretek 
dan hasil digitasi 

RBI sebagai data 

pendukung 
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ii. Peta kerja dibuat 

pada skala 
terkecil 1:10.000 

dan dicetak pada 

kertas A0 maka 
dapat disajikan 

pada beberapa 

lembar peta. 

 

Peta kerja di 

buat dengan 

skala 
menyesuaikan 

pada ukuran 

kertas A3 

iii. Apabila terdapat 

desa/kelurahan 
yang tidak dapat 

disajikan dalam 1 

lembar peta skala 
1:10.000 ukuran 

A0 maka dapat 
disajikan dalam 

beberapa lembar 

peta. 

 

iv. Penomoran 

lembar peta 

menggunakan 
perpaduan antara 

angka yang 

mewakili kolom 

dan huruf yang 

mewakili baris. 

 

v. Spesifikasi peta 

kerja 
- Datum 

Horisontal: 

SRGI 2013 
- Ellipsoid 

Referensi: 

WGS84 
- Sistem 

Proyeksi Peta: 

Universal 

Transverse 

Mercator 

(UTM) 
- Sistem Grid: 

UTM dengan 

grid geografis 
dan metrik 

- Ellipsoid 

Referensi: 

WGS84 
- Sistem 

Proyeksi: UTM 

- Datum 

horisonal: 

DGN95 
- Sistem Grid: 

UTM tanpa 

grid 

geografis dan 

metrik 
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b. Layout peta kerja 

sesuai lampiran 

permendagri No.45 
tahun 2016 

 

Tidak sesuai 

dengan 
spesifikasi, bisa 

dilihat pada 

lampiran 

c. Penarikan garis 

batas di atas peta 
Dilakukan di atas 

peta kerja 

berdasarkan 
dokumen penelitian 

dan hasil klarifikasi 

tim penegasan batas 

 

Penarikan garis 

batas dilakukan 

langsung di 
dalam laptop 

berdasarkan 

dokumen 
penelitian dan 

hasil klarifikasi 

tim penetapan 
batas 

d. Penentuan titik 

kartometrik 

Penetuan titik 

kartometrik sesuai 

dengan spesifikasi 
Permendagri 

No.45 tahun 2016 

 

e. Pembuatan berita 

acara 
 

Berita acara 

tidak sesuai 
dengan form 4. 

permendagri 

No.45 tahun 
2016 

f. Penyajian peta 

penetapan batas 
desa 

 

Penyajian peta 
penetapan batas 

desa tidak 

sesuai dengan 
spesifikasi 

permendagri 

No.45 tahun 
2016, bisa 

dilihat pada 

lampiran 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat tahapan validasi batas yang 

tidak sesuai dengan permendagri No.45 tahun 2016 

tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Kartometrik 

i. Kelebihan Metode Kartometrik: 

- Lebih efektif dan efisien dalam penetapan 

batas. 

- Penyimpanan data lebih cepat dan teratur. 

- Hemat biaya dalam pelaksanaan kegiatan 

penetapan batas. 

- Waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dalam 

penetapan batas. 

- Batas yang sudah ditetapkan dapat bertahan 

lama. 

- Dapat memvalidasi daerah batas yang sulit 

untuk dijangkau. 

 

ii. Kekurangan Metode Kartometrik: 

- Peta sulit diinterpretasi oleh Perangkat Desa 

dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang 

pembacaan peta sehingga banyaknya waktu 

yang terbuang. 

- Metode Kartometrik termasuk dalam 

pemetaan partisipatif sehingga proses 

kegiatan validasi bergantung pada informasi 

Perangkat Desa. 

 

d. Kesesuaian Ketelitian Peta dengan PP No.8 

Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 

Ruang 

 

i. Ketelitian Geometris 

- Sistem Referensi Geospasial menggunakan 

SRGI 2013 

- Skala yang digunakan dalam pembuatan peta 

batas desa yaitu 1: 5000 – 1:25.000 

- Unit Pemetaan adalah pembagian ruang 

terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu 



109 

 

peta tematik yang digunakan untuk 

menampilkan informasi tematik dalam 

penyusunan tata ruang. Unit pemetaan 

berupa batas desa. 

ii. Ketelitian Muatan Ruang 

- Kerincian kelas unsur yang ditampilkan 

adalah batas desa dan batas kecamatan 

- Simbolisasi: Pada PP No.8 Tahun 2013 tidak 

mengatur simbol yang digunakan untuk 

batas desa dan batas kecamatan. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 

KESIMPULAN 
 

5.1.  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian validasi batas 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses kegiatan validasi batas administrasi di 

Kecamatan Lumajang, masih ada ketidaksesuaian 

terhadap Permendagri No.45 tahun 2016 tentang 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa yaitu tidak 

adanya berita acara pada saat penelitian dokumen 

batas, kurangnya dokumen batas yang diberikan oleh 

pihak perangkat desa dua hal ini mengakibatkan 

kurangnya informasi yang didapatkan tim validasi. 

Sedangkan untuk peta kerja yang dibuat dengan kertas 

A3 tidak sesuai dengan Permendagri karena dalam 

penarikan garis batas dapat dilakukan langsung di 

dalam laptop pada saat kegiatan validasi berlangsung 

sehingga tidak perlu membutuhkan ukuran peta yang 

besar. Ketidaksesuaian terhadap Permendagri No.45 

tahun 2016 tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan 

dari kegiatan validasi itu sendiri, tetapi terdapat hal 

teknis yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan 

validasi yaitu pada saat melakukan validasi, tim 

validasi dan perangkat desa tidak mendiskusikan 

adanya survey pendahuluan batas, sehingga pada saat 

kegiatan validasi dimulai ada perangkat desa 

perangkat desa yang tidak mengetahui batas desanya 

masing-masing. Status batas wilayah dari hasil 

validasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batas disepakati 

sepanjang 87977,2595 meter; batas sengketa 

sepanjang 66,4189 meter; dan batas tidak diketahui 

sepanjang 3405,0662 meter. 

2. Terdapat segmen batas administrasi desa yang berbeda 

jika dibandingkan dari hasil digitasi peta RBI dengan 
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hasil validasi batas administrasi desa di Kecamatan 

Lumajang. Desa Banjarwaru terdapat 9 segmen batas 

yang berbeda dengan total panjang 3640,2326 meter, 

Desa Labruk Lor terdapat 5 segmen batas yang 

berbeda dengan total panjang 207,2767 meter, 

Kelurahan Citrodiwangsan terdapat 11 segmen batas 

yang berbeda dengan total panjang 1864,7139 meter, 

Kelurahan Ditotrunan terdapat 7 segmen batas yang 

berbeda dengan total panjang 607,3768 meter, 

Kelurahan Jogotrunan terdapat 7 segmen batas yang 

berbeda dengan total panjang 5704,5867 meter, Desa 

Denok terdapat 8 segmen batas yang berbeda dengan 

total panjang 2436,5527 meter, Desa Blukon terdapat 

7 segmen batas yang berbeda dengan total panjang 

971,0270 meter, Desa Boreng terdapat 10 segmen 

batas yang berbeda dengan total panjang 1336,7266 

meter, Kelurahan Jogoyudan terdapat 6 segmen batas 

yang berbeda dengan total panjang 865,5122 meter, 

Kelurahan Rogotrunan terdapat 7 segmen batas yang 

berbeda dengan total panjang 937,8253 meter, 

Kelurahan Tompokersan terdapat 13 segmen batas 

yang berbeda dengan total panjang 256,3128 meter, 

dan Kelurahan Kepuharjo terdapat 11 segmen batas 

yang berbeda dengan total panjang 4350,9528 meter. 

Adanya perbedaan luas antara sebelum dan sesudah 

validasi batas desa. Perbedaan luas Kecamatan 

Lumajang hasil digitasi RBI dan sesudah dilakukan 

validasi adalah sebesar 1621331,333 meter2 

Sedangkan jika dibandingkan antara data BPS dengan 

data sesudah dilakukan validasi menghasilkan 

perbedaan luas sebesar 262549,652 meter2. 

3. Titik kartometrik merupakan cara efektif untuk 

mewakili garis segmen batas desa, dikarenakan 

banyak wilayah desa yang tidak dimungkinkan untuk 

memasang pilar batas dan juga koordinat titik 
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kartometrik dapat diarsipkan secara digital sehingga 

data tersebut tidak mudah untuk dihilangkan. 

4. Peta Batas Desa Kecamatan Lumajang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 

2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 

Simbolisasi batas desa dan kecamatan tidak diatur 

dalam PP No.8 tahun 2013. 

 

5.2. Saran 

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Penelitian Lanjutan: 

a. Untuk studi kasus lain, ketika melakukan 

validasi diharapkan untuk mengajak perangkat 

desa untuk melakukan survey pendahuluan 

terlebih dahulu agar ketika kegiatan validasi 

dimulai pihak perangkat desa sudah 

mengetahui batas-batasnya secara jelas, 

sehingga kegiatan dapat berjalan dengan 

lancar. 

b. Perlu adanya kegiatan penegasan batas terlebih 

dahulu agar memperkuat penelitian secara 

yuridis. 

 

2. Untuk Pemerintah Desa: 

a. Diharapkan pemerintah desa dapat memilih 

perangkat desa yang mengetahui batasnya 

dalam melakukan validasi batas administrasi 

desa. 

b. Diharapkan kedisiplinan perangkat desa dalam 

kegiatan validasi batas ini agar kegiatan 

kedepannya dapat berjalan lancar. 

c. Diharapkan pemerintah desa membawa 

dokumen batas desanya masing-masing untuk 

mempermudah dalam melakukan validasi. 
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3. Untuk Instansi Terkait: 

a. Melakukan sosialiasi peta dasar dan data batas 

administrasi desa untuk menghindari terjadinya 

sengketa yang diakibatkan oleh perubahan 

lahan. 

b. Mengeluarkan peta batas administrasi desa 

beserta data koordinat batas untuk masing-

masing desa sebagai dokumen batas. 
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Lampiran 3. Berita Acara Validasi Batas Administrasi Desa 

di Kecamatan Lumajang 
 

 



152 

 

 
 

 



153 

 

 

 

 
 

 



154 

 

 

 

 
 

 



155 

 

 

 

 
 

 



156 

 

 

 

 
 

 



157 

 

 

 

 
 

 



158 

 

 

 

 
 

 



159 

 

 

 

 
 

 



160 

 

 

 

 
 

 



161 

 

 

 

 
 

 



162 

 

 

 

 
 

 



163 

 

 

 

 
 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Halaman ini sengaja dikosongkan” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PADANG

SUMBERSUKO

SUKODONO

BANJARWARU

LABRUK LOR

740000

740000

740500

740500

741000

741000

741500

741500

742000

742000

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

91
01

00
0

91
01

00
0

91
01

50
0

91
01

50
0

91
02

00
0

91
02

00
0

PETA BATAS DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 160 320 48080

Meter

2B
U

T

S

1:8.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

739000 740000 741000 742000 743000

90
99

00
0

91
00

00
0

91
01

00
0

91
02

00
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



ROWOKANGKUNG

JATIROTO

JATIROTO
SUKODONO

BLUKON

BORENG

DENOK

749000

749000

749500

749500

750000

750000

750500

750500

751000

751000

90
99

00
0

90
99

00
0

90
99

50
0

90
99

50
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

PETA BATAS DESA BLUKON
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 160 320 48080

Meter

2B
U

T

S

1:8.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

748000 749000 750000 751000 752000

90
98

00
0

90
99

00
0

91
00

00
0

91
01

00
0

91
02

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

JATIROTO

TEKUNG

ROWOKANGKUNG

BORENG

BLUKON

DENOK

ROGOTRUNAN

JOGOYUDAN

JOGOTRUNAN

748000

748000

749000

749000

750000

750000

751000

751000

90
99

00
0

90
99

00
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
01

00
0

91
01

00
0

PETA BATAS DESA BORENG
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 260 520 780130

Meter

2B
U

T

S

1:13.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

745000 747000 749000 751000 753000

90
97

00
0

90
99

00
0

91
01

00
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

CITRODIWANGSAN

TOMPOKERSAN

LABRUK LOR

DITOTRUNAN JOGOTRUNAN

KEPUHARJO

ROGOTRUNAN

ROGOTRUNAN

JOGOYUDAN

742500

742500

743000

743000

743500

743500

744000

744000

744500

744500

745000

745000

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

91
01

00
0

91
01

00
0

91
01

50
0

91
01

50
0

91
02

00
0

91
02

00
0

PETA BATAS DESA CITRODIWANGSAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 180 360 54090

Meter

2B
U

T

S

1:9.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

741000 743000 745000 747000

90
99

00
0

91
01

00
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



TEKUNG

ROWOKANGKUNGDENOK

BLUKON
BORENG

JOGOTRUNAN

JOGOYUDAN

748000

748000

748500

748500

749000

749000

749500

749500

750000

750000

750500

750500

751000

751000

90
97

00
0

90
97

00
0

90
97

50
0

90
97

50
0

90
98

00
0

90
98

00
0

90
98

50
0

90
98

50
0

90
99

00
0

90
99

00
0

90
99

50
0

90
99

50
0

PETA BATAS DESA DENOK
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 220 440 660110

Meter

2B
U

T

S

1:11.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

747000 749000 751000

90
97

00
0

90
99

00
0

91
01

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUMBERSUKO

DITOTRUNAN

JOGOTRUNAN

CITRODIWANGSAN

LABRUK LOR

JOGOYUDAN

ROGOTRUNANTOMPOKERSAN

743500

743500

744000

744000

744500

744500

745000

745000

745500

745500

90
98

50
0

90
98

50
0

90
99

00
0

90
99

00
0

90
99

50
0

90
99

50
0

91
00

00
0

91
00

00
0

PETA BATAS DESA DITOTRUNAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 140 280 42070

Meter

2B
U

T

S

1:7.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743000 744000 745000 746000 74700090
97

00
0

90
98

00
0

90
99

00
0

91
00

00
0

91
01

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



TEKUNG

SUMBERSUKO

SUMBERSUKO

SUKODONO

JOGOTRUNAN

JOGOYUDAN

BORENG

DITOTRUNAN

ROGOTRUNAN
TOMPOKERSAN

DENOK

ROGOTRUNAN

CITRODIWANGSAN

745000

745000

745500

745500

746000

746000

746500

746500

747000

747000

747500

747500

748000

748000

90
97

50
0

90
97

50
0

90
98

00
0

90
98

00
0

90
98

50
0

90
98

50
0

90
99

00
0

90
99

00
0

90
99

50
0

90
99

50
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

PETA BATAS DESA JOGOTRUNAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 220 440 660110

Meter

2B
U

T

S

1:11.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743500 745000 746500 748000 749500

90
97

00
0

90
98

50
0

91
00

00
0

91
01

50
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

TEKUNG TEKUNG

JOGOYUDAN

JOGOTRUNAN

ROGOTRUNAN

BORENG

TOMPOKERSAN

DITOTRUNAN

CITRODIWANGSAN

DENOK

745500

745500

746000

746000

746500

746500

747000

747000

747500

747500

90
99

00
0

90
99

00
0

90
99

50
0

90
99

50
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

91
01

00
0

91
01

00
0

PETA BATAS DESA JOGOYUDAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 180 360 54090

Meter

2B
U

T

S

1:9.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743500 745000 746500 748000 749500

90
98

50
0

91
00

00
0

91
01

50
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

KEPUHARJO

ROGOTRUNAN

TOMPOKERSAN

BORENG

745000

745000

746000

746000

747000

747000

748000

748000

91
01

00
0

91
01

00
0

91
02

00
0

91
02

00
0

91
03

00
0

91
03

00
0

91
04

00
0

91
04

00
0

PETA BATAS DESA KEPUHARJO
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 240 480 720120

Meter

2B
U

T

S

1:12.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743500 745000 746500 748000 749500

91
01

50
0

91
03

00
0

91
04

50
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUMBERSUKO

SUKODONO

LABRUK LOR

BANJARWARU

CITRODIWANGSAN

DITOTRUNAN

741000

741000

742000

742000

743000

743000

90
99

00
0

90
99

00
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
01

00
0

91
01

00
0

PETA BATAS DESA LABRUK LOR
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 200 400 600100

Meter

2B
U

T

S

1:10.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

740500 742000 743500 74500090
97

00
0

90
98

50
0

91
00

00
0

91
01

50
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

JOGOYUDAN

ROGOTRUNAN

TOMPOKERSAN

BORENG

JOGOTRUNAN

KEPUHARJO

DITOTRUNAN

CITRODIWANGSAN

745000

745000

745500

745500

746000

746000

746500

746500

747000

747000

747500

747500

748000

748000

90
99

50
0

90
99

50
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

91
01

00
0

91
01

00
0

91
01

50
0

91
01

50
0

91
02

00
0

91
02

00
0

PETA BATAS DESA ROGOTRUNAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 200 400 600100

Meter

2B
U

T

S

1:10.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743500 745000 746500 748000 749500

90
98

50
0

91
00

00
0

91
01

50
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



SUKODONO

SUKODONO

TOMPOKERSAN

CITRODIWANGSAN

ROGOTRUNAN

JOGOYUDAN

KEPUHARJO

DITOTRUNAN
JOGOTRUNAN

LABRUK LOR
LABRUK LOR

744000

744000

744500

744500

745000

745000

745500

745500

746000

746000

91
00

00
0

91
00

00
0

91
00

50
0

91
00

50
0

91
01

00
0

91
01

00
0

91
01

50
0

91
01

50
0

91
02

00
0

91
02

00
0

PETA BATAS DESA TOMPOKERSAN
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

0 160 320 48080

Meter

2B
U

T

S

1:8.000SKALA

Legenda

Batas Desa

Batas Kecamatan

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 49S
Datum : World Geodetic System '84 (WGS '84)
Unit : Meter

Daerah Yang Dipetakan

Sumber Data:
- Citra Satelit Pleiades Tahun 2015
- Deliniasi Batas Hasil Validasi Tahun 2016

Nama Pekerjaan:
Validasi Batas Administrasi Batas Desa
Kabupaten Lumajang Tahun 2016

743500 745000 746500

91
00

00
0

91
01

50
0

91
03

00
0

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG



 
 

BIODATA PENULIS 

Penulis bernama Satria Prakasa, dilahirkan di 

Padang pada tanggal 4 Juli 1994. Penulis 

menempuh pendidikan formal antara lain di 

TK Yayasan Wanita Kereta Api (YWKA) 

Padang, SD Negeri Kencana Indah 1 

Rancaekek, SMP AL MA’SOEM, SMA 

Negeri 4 Bandung. Setelah lulus dari SMA 

pada tahun 2010, penulis melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi melalui seleksi tulis SNMPTN dan 

diterima di S1 Teknik Geomatika FTSP-ITS. Selama menjadi 

mahasiswa S1, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan 

sebagai anggota Divisi Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa 

Geomatika (HIMAGE-ITS) 2012/2013. Selain itu penulis juga 

aktif berpartisipasi mengikuti pelatihan keterampilan manajemen 

mahasiswa dan kepanitiaan yang diselenggarakan di tingkat 

jurusan maupun fakultas. Guna menyelesaikan studi di Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, penulis mengambil Tugas Akhir di 

bidang keahlian Geodesy Surveying dengan judul “Validasi Batas 

Administrasi Desa Menggunakan Metode Kartometrik (Studi 

Kasus: Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)” dengan 

menggunakan data dari hasil proyek validasi batas administrasi 

desa di Kabupaten Lumajang yang dikerjakan oleh penulis dan Tim 

Validasi ITS dengan atas nama Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITS yang bekerja sama 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Provinsi Jawa Timur. 


	1. HALAMAN JUDUL.pdf (p.1-24)
	2. BAB I PENDAHULUAN.pdf (p.25-28)
	3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf (p.29-62)
	4. BAB III METODOLOGI.docx.pdf (p.63-76)
	5. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf (p.77-134)
	6. BAB V KESIMPULAN.pdf (p.135-138)
	7. DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.139-140)
	8. LAMPIRAN.pdf (p.141-188)
	Banjarwaru.pdf (p.189)
	Blukon.pdf (p.190)
	Boreng.pdf (p.191)
	Citrodiwangsan.pdf (p.192)
	Denok.pdf (p.193)
	Ditotrunan.pdf (p.194)
	Jogotrunan.pdf (p.195)
	Jogoyudan.pdf (p.196)
	Kepuharjo.pdf (p.197)
	Labruk Lor.pdf (p.198)
	Rogotrunan.pdf (p.199)
	Tompokersan.pdf (p.200)
	9. BIODATA PENULIS.pdf (p.201)

